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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang dasar 

pertimbangan Hakim dalam memberikan 

dispensasi perkawinan di bawah umur di 

Pengadilan Agama Bantul dan di Pengadilan 

Agama Yogyakarta yang khususnya dilakukan 

oleh kalangan masyarakat di Kabupaten Bantul 

dan masyarakat di Kota Yogyakarta. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu 

penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu 

norma. Bahan penelitian yang digunakan yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Tempat pengambilan bahan 

penelitian di 3 tempat yaitu perpustakaan, 

Pengadilan dan media internet. Teknik 

pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 2 

cara yaitu dengan wawancara dan dengan cara 

studi dokumen. Sedangkan teknik analisis yang 

digunakan adalah menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi, 

Perkawinan di Bawah umur 

I. PENDAHALUAN 

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan merupakan "Ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Agar 

dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut 

maka pernikahan harus dapat dipertahankan 

oleh kedua belah pihak. 

 Untuk menjembatani antara kebutuhan 

kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari 

perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan menetapkan syarat yang harus 

dipenuhi dalam perkawinan, menetapkan 

bahwa Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  

pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Dari 

adanya batasan usia bagi kedua belah pihak ini 

dapat ditafsirkan bahwa Undang Undang 



 

Perkawinan tidak menghendaki adanya 

pelaksaan perkawinan dibawah umur. Namun 

dalam kenyataannya dengan perkembangan 

zaman yang semakin pesat ini pernyataan 

tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam 

masyarakat pada umumnya, yang mana masih 

banyaknya perkawinan anak dibawah umur 

baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat 

di pedesaan maupun perkotaan. Penyimpangan 

atas usia-usia yang masih dibawah batas usia 

perkawinan harus ada dispensasi untuk dapat 

melangsungkan perkawinan dari pengadilan 

atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang 

telah dipaparkan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan antara lain sebagai 

berikut : Bagaimana dasar pertimbangan hakim 

dalam memberikan dispensasi perkawinan di 

bawah umur dalam Penetapan No. 

129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 

0051/Pdt.P/2016/PA.Yk 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perkawinan 

 Berdasarkan Pasal 1 UUP, Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Sedangkan berdasarkan Pasal 

2 KHI menyatakan bahwa perkawinan menurut 

Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk 

perintah Allah SWT dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Tujuan dari 

dilaksanakannya perkawinan adalah untuk 

membentuk suatu rumah tangga atau keluarga 

yang bahagia dan kekal, adapun tujuan 

perkawinan menurut hukum islam adalah untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana 

yang tercantum dalam Pasal 3 KHI. 

 Perkawinan dianggap sah apabila 

dilaksanakan menurut hukum agama dan 

kepercayaannya masing-masing yang tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaannya itu 

sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak 

ditentukan lain dalam undang-undang, 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 

ayat (1) UUP, selain itu di dalam suatu 

perkawinan harus memenuhi rukun 

perkawinan, sebab rukun perkawinan 

merupakan bagian daripada hakekat 

perkawinan dan merupakan bagian atau unsur 

yang mewujudkannya, artinya bila salah satu 

dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak 

akan terjadi suatu perkawinan. Rukun 

perkawinan tersebut adalah antara lain harus 

ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua 

orang Saksi, Ijab dan Kabul sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 14 KHI. 

  Dalam UUP, ditentukan asas-asas 

mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan yang telah 

disesuaikan dengan perkembangan dan 

tuntutan zaman. Asas-asas yang tercantum 

dalam UUP antara lain asas perkawinan kekal, 

asas perkawinan menurut agama atau 

kepercayaan agamanya, asas perkawinan 

terdaftar, asas perkawinan monogami, poligami 



 

sebagai pengecualian, perkawinan didasarkan 

pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak 

(tanpa paksaan), keseimbangan hak dan 

kedudukan suami-istri, asas tidak mengenal 

perkawinan poliandri, asas mempersulit 

perceraian, asas kedewasaan calon mempelai, 

asas hubungan dengan pengadilan. Adapun 

prinsip atau asas-asas perkawinan menurut 

Hukum Islam antara lain pertama, adanya 

persetujuan secara sukarela dari kedua calon 

mempelai. Kedua, tidak semua wanita dapat 

dinikahi oleh seorang pria. Ketiga, Perkawinan 

harus dilaksanakan dengan memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu, Keempat, 

pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk 

membentuk satu keluarga/rumah tangga yang 

tenteram, damai dan kekal untuk selama-

lamanya. Kelima, Hak dan kewajiban suami-

istri harus seimbang dalam rumah tangga. 

B. Tinjauan Tentang Batas Minimal Usia 

Menikah 

Berdasarkan UUP mengenai batas umur 

perkawinan, bagi yang melangsungkan 

perkawinan yang belum mencapai umur 21 

tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua 

(Pasal 6 ayat (2) UUP) dan bagi pria yang 

dibawah 19 tahun dan bagi wanita yang 

dibawah 16 tahun harus mempunyai penetapan 

dispensasi perkawinan yang dikeluarkan dari 

pengadilan. (Pasal 7 ayat (1) UUP). Terhadap 

hal penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) UUP 

maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dapat 

dimintai dispensasi perkawinan pada 

Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk 

oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak 

perempuan. Dengan demikian, perkawinan 

idealnya dilaksanakan jika calon mempelai pria 

telah mencapai usia 19 tahun dan calon 

mempelai wanita telah mencapai usia 16 tahun, 

sebab telah matang jiwa dan raganya. Tujuan 

adanya penetapan batas umur perkawinan 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUP 

untuk menghindari terjadinya perkawinan 

anak-anak, agar calon suami istri benar-benar 

telah masak jiwa maupun raganya dalam 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

kekal. Begitupula untuk dapat mencegah 

terjadinya perceraian muda dan agar dapat 

membenihkan keturunannya yang baik dan 

sehat.  

Adapun menurut Hukum Islam, Hukum 

Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang 

menentukan batas usia seseorang dianggap 

dewasa atau batas umur perkawinan. Tidak 

adanya ketentuan mengenai batas umur 

minimal maupun maksimal untuk 

melaksanakan perkawinan untuk memberikan 

kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. 

Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang 

akan melaksanakan perkawinan haruslah orang 

yang mampu dan telah baligh. 

C. Tinjauan Tentang Dispensasi Perkawinan 

di Bawah Umur 

 Apabila terjadi perkawinan di bawah umur 

maka diajukan dispensasi perkawinan kepada 

pihak Pengadilan Agama. Dengan demikian, 

pembatasan ini pada tingkat praktik 

penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika 

secara kasustik memang sangat mendesak, 

kedua calon mempelai harus segera 

dinikahkan, untuk menghindari kemungkinan 

timbulnya mudharat yang lebih besar, maka 



 

pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan 

izin orang tua atau dispensasi dari Pengadilan 

Agama. 

 Pengajuan dispensasi perkawinan dibawah 

umur ini merupakan penyimpangan dari Pasal 

7 ayat (1) UUP dan Pasal 15 KHI. Jika terdapat 

penyimpangan dalam ketentuan Pasal tersebut 

maka telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) 

UUP bahwa dalam hal penyimpangan dalam 

Pasal 7 ayat (1) UUP harus dimintakan 

dispensasi kepada pengadilan. Dengan 

demikian jika pria maupun wanita yang masih 

dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan 

akan tetapi hendak melangsungkan 

perkawinan, apabila permohonannya telah 

memenuhi syarat sebagaimana yang telah 

ditentukan dan telah melalui beberapa tahap 

pemeriksaan maka pengadilan atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita dapat memberikan 

penetapan dispensasi perkawinan. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan uraian di atas dispensasi 

perkawinan adalah suatu keringanan yang 

diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon 

mempelai yang belum cukup umur seperti yang 

telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yaitu usia laki-laki telah mencapai 19 

tahun dan usia perempuan telah mencapai 16 

tahun untuk melangsungkan perkawinan karena 

suatu alasan yang dapat diterima oleh 

Pengadilan Agama. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif, yaitu suatu penelitian yang 

meletakkan hukum sebagai suatu norma. 

Sehingga, mengkaji penetapan pengadilan. 

Khususnya Penetapan Pengadilan Agama 

Bantul Nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan 

Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta 

Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk 

B. Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer 

adalah bahan hukum yang mencakup peraturan 

perundang-undangan terkait dengan topik 

masalah atau obyek penelitian yang dibahas. 

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan 

penelitian ini antara lain Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum 

sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

tentang bahan hukum primer, yang datanya 

diperoleh dari hasil penelahaan bahan pustaka 

yang berkaitan dengan masalah adapun 

beberapa bahan hukum sekunder dalam 

penelitian ini antara lain buku-buku teks, 

jurnal, internet dan surat kabar. Bahan hukum 

tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan 

Kamus Hukum. 

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian 

Dalam pengambilan bahan penelitian 

dilakukan di beberapa tempat, diantaranya 

Perpustakaan, Pengadilan Agama dan media 

internet. 

 



 

D. Narasumber 

Narasumber adalah seorang yang 

memberikan pendapat atas objek yang diteliti. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak 

Drs.Aziddin Siregar. S.H., sebagai Hakim 

Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Hj. Juharni, 

S.H, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta yang memutus penetapan 

dispensasi perkawinan anak di bawah umur. 

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum 

dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara 

wawancara dan dengan cara studi dokumen. 

Wawancara yaitu memperoleh data dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

lisan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti oleh penulis, penulis melakukan 

wawancara dengan Hakim pengadilan Agama 

Bantul dan Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta. Studi Dokumen, yaitu 

mempelajari dari buku-buku, peraturan 

perundangan-undangan dan jurnal yang 

berkaitan dengan permasalahan, serta 

Penetapan Hakim tentang perkawinan di bawah 

umur di Pengadilan Agama Bantul dan 

Pengadilan Agama Yogyakarta. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu 

metode yang memaparkan secara jelas dan 

rinci mengenai keadaan-keadaan sebenarnya, 

sedangkan yang dimaksud dengan kualitatif 

adalah analisis data yang di sampaikan oleh 

narasumber baik secara tertulis atau lisan serta 

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan 

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan 

berupaya mengungkapkan kebenaran tersebut. 

IV.HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

A. Prosedur Pengajuan Permohonan 

Dispensasi Perkawinan 

Untuk dapat memperoleh dispensasi 

perkawinan, dalam mengajukan permohonan 

ke Pengadilan Agama, sesuai dengan syarat 

dan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut 

syarat pengajuan permohonan dispensasi 

perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dan 

di Pengadilan Agama Yogyakarta antara lain 

Kedua orang tua dari calon mempelai yang 

akan melangsungkan perkawinan di bawah 

umur, mengajukan permohonan secara tertulis 

ke Pengadilan Agama, pemohonan diajukan ke 

Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon, 

melampirkan surat asli atau duplikat akta 

nikah, melampirkan fotokopi atau duplikat 

surat akta nikah 2 lembar, melampirkan KTP 

yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta 

Kelahiran anak, surat penolakan pencatatan 

dari KUA, dan membayar biaya perkara.  

Setelah dokumen-dokumen tersebut 

terpenuhi maka Prosedur pengajuan 

permohonan dispensasi di Pengadilan Agama 

Bantul dan di Pengadilan Agama Yogyakarta 

antara lain Pemohon sebelum mengajukan 

permohonanya, terlebih dahulu ke prameja 

supaya dapat memperoleh penjelasan mengenai 

bagaimana cara berperkara, selain itu agar 

dapat memperoleh penjelasan mengenai 

bagaimana cara membuat suatu permohonan 

serta pemohon pada saat di prameja dapat 

meminta untuk di buatkan suatu surat 

permohonan. Setelah dibuat dan ditandatangi 



 

surat permohonan tersebut maka kemudian 

diajukan pada sub kepaniteraan permohonan. 

Pada saat menghadap ke meja pertama 

pemohon akan menaksir besarnya panjar biaya 

perkara dan menulisnya pada SKUM, bagi 

yang tidak mampu diberi keringanan dengan 

dapat diijinkan berperkara secara cuma-cuma  

atau prodeo. Setelah pemohon menghadap 

meja pertama kemudian pemohon menghadap 

ke bagian kasir dengan menyerahkan 

permohonan dan SKUM, pemohon membayar 

panjar biaya perkara seperti yang tertera pada 

SKUM tersebut. Kemudian kasir menerima 

uang tersebut, dan mencatat dalam jurnal biaya 

perkara, menandatangani serta memberi nomor 

perkara dan tanda lunas pada SKUM tersebut, 

setelah itu mengembalikan surat permohonan 

dan SKUM kepada calon pemohon. Pemohon 

kemudian menghadap meja kedua dengan 

menyerahkan surat permohonan dan SKUM 

yang telah dibayar. Kemudian meja kedua 

memberikan nomor pada Surat Permohonan 

sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, 

sebagai tanda telah terdaftar maka oleh petugas 

meja kedua memberikan paraf, setelah itu 

menyerahkan satu lembar Surat Permohonan 

yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM 

kepada Pemohon dan mencatat Surat 

Permohonan tersebut pada buku Register Induk 

Perkara Permohonan sesuai dengan jenis 

perkara. 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam 

Memberikan Dispensasi Perkawinan di 

Bawah Umur dalam Penetapan No. 

129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 

0051/Pdt.P/2016/PA.Yk 

Majelis Hakim dalam menetapkan 

permohonan dispensasi perkawinan di bawah 

umur akan memperhatikan pertimbangan - 

pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya 

suatu penetapan. Sehingga dalam memutuskan 

suatu perkara, Majelis Hakim harus 

mempertimbangkan fakta-fakta atau peristiwa 

yang terungkap di dalam persidangan. Majelis 

Hakim juga harus mempunyai dasar yang kuat, 

agar dalam mencantum dasar pertimbangannya 

dilakukan secara tepat dan relevan menurut 

hukum, sehingga keputusannya dapat di 

pertanggungjawabkan dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi perkawinan di bawah 

umur 

Majelis Hakim dalam memberikan 

pertimbangan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 

(2) UUP, karena dalam Pasal tersebut 

menyebutkan bahwa penyimpangan terhadap 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia 

minimal untuk menikah. Berdasarkan hal 

tersebut penetapan permohonan dispensasi 

perkawinan dibawah umur ada aturan yang 

mendasarinya. Selain dasar pertimbangan yang 

telah di jelaskan diatas, bagi kedua calon 

mempelai tidak ada halangan hukum untuk 

menikah, sehingga permohonan patut 

dikabulkan, dengan menetapkan memberikan 

dispensasi untuk menikah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 53 KHI. Pasal tersebut 

mengatur secara tegas bahwa perkawinan yang 

dilaksanakan karna hamil di luar perkawinan 

dapat dilakukan apabila yang menikahi 

perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang 

telah menghamilinya, selain itu perkawinan 

tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu 



 

kelahiran anak yang dikandung, serta 

perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut 

sudah menjadi perkawinan yang sah tanpa 

perlu adanya perkawinan ulang setelah anak 

yang dikandungnya lahir. Dengan 

dilangsungkannya perkawinan tersebut selain 

bertujuan dapat menutup aib baik bagi wanita 

tersebut maupun keluarganya, dapat pula 

meringankan beban psikologis yang nantinya 

akan ditanggung oleh anak yang ada dalam 

kandungan di masa-masa pertumbuhannya. 

Maka apabila perkawinan tersebut tidak segera 

dilaksanakan maka akan mendatangkan 

mudharat yang semakin besar. 

Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa 

pada perkara tersebut mempunyai alasan 

hukum yang kuat, karena anak yang dikandung 

perlu mendapatkan perlindungan hukum 

sebagai anak yang sah karena akan lahir dalam 

perkawinan yang sah dan anak memiliki hak 

untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan 

dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam 

Pasal 42 UUP dan Pasal 7 Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutuskan permohonan dispensasi 

perkawinan di bawah umur, sudah sepatutnya 

mementingkan kemaslahatan anak yang 

dikandung pula, sebab anak yang dikandung 

tersebut mempunyai hak untuk dilahirkan 

dalam perkawinan yang sah serta anak yang 

dikandung memiliki hak untuk hidup dan 

diasuh oleh orangtuanya, sehingga benar jika 

Majelis Hakim dalam memutus tidak hanya 

mementingkan kemaslahatan kedua calon 

mempelai maupun keluarga kedua calon 

mempelai saja melainkan mementingkan 

kemaslahatan anak yang dikandungnya pula. 

Guna menghindari kemudharatan yang 

lebih besar, Majelis hakim dalam 

pertimbangannya juga mendasarkan pada 

pertimbangan dalil yang sesuai dengan perkara. 

Dalilnya adalah dalil dari Kitab Al-Bayan Juz 

II halaman 38 yang terjemahannya yaitu 

Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari 

pada mengambil maslahat. Pertimbangan 

Majelis Hakim telah sesuai dengan 

pertimbangan kemudharatan, menurut penulis 

sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam 

memutuskan tidak hanya mendasarkan pada 

Undang-Undang tetapi juga dapat mendasarkan 

pada kemanfaatan, karena dalam mengambil 

keputusan tersebut Majelis Hakim harus 

melihat manfaat, keadilan dan kepastian hukum 

Kedua penetapan yang diteliti oleh penulis, 

memberikan dasar pertimbangan yang berbeda. 

Perbedaan penafsiran Majelis Hakim pada 

kasus yang sama menunjukkan bahwa 

pandangan yang dipakai untuk melihat perkara 

yang ditangani berbeda. Majelis Hakim yang 

memeriksa dan memutus perkara diberi 

kemandirian atau kemerdekaan. Kemandirian 

hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas. 

Hakim harus memerankan nuraninya sebagai 

tanggung jawab moral melalui putusan yang 

dijatuhkan agar sejalan dengan rasa keadilan 

masyarakat. 

Menurut penulis, dalam 

mempertimbangkan permohonan dispensasi 

perkawinan di bawah umur sebaiknya memang 

menggunakan penambahan Pasal 53 KHI dan 



 

Pasal 42 UUP serta Pasal 7 Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, karena sangat penting mementingkan 

kemanfaatan baik bagi wanita yang sedang 

hamil di luar perkawinan, keluarganya maupun 

anak yang dikandung. Sehingga alangkah 

baiknya dalam segala pertimbangan dispensasi 

perkawinan di bawah umur yang dikarenakan 

faktor hamil di luar perkawinan, Majelis Hakim 

perlu mempertimbangkan kemaslahatan bagi 

wanita yang hamil diluar perkawinan, 

keluarganya maupun hak anak yang dikandung 

oleh calon mempelai wanita pula. 

Dalam permohonan dispensasi perkawinan 

di bawah umur pada kedua perkara tersebut 

dari hasil wawancara dengan Bapak 

Drs.Aziddin Siregar. S.H. sebagai Hakim 

Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Hj. Juharni, 

S.H, MH. sebagai Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

dasar pertimbangan dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi perkawinan adalah 

sama-sama menggunakan asas kemaslahatan 

dan kemudharatan. Yang mana lebih 

memprioritaskan asas kemanfaatan, yang 

dalam tahapan pengambilan keputusan hukum 

yang dinilai didasarkan pada manfaat atau 

maslahat tidaknya dalam suatu keputusan 

Faktor-faktor pendorong terjadinya hamil 

di luar perkawinan dari hasil wawancara 

dengan Bapak Drs. Aziddin Siregar. S.H., 

sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul dan 

Ibu Hj. Juharni, S.H, M.H. sebagai Hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat ditarik 

kesimpulan diantaranya karena faktor 

pendidikan, faktor kurangnya pengawasan 

orang tua terhadap anak, faktor lingkungan, 

faktor kurangnya penyuluhan hukum dan faktor 

peran media yang berdampak negatif. 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV 

dapat di ambil kesimpulan bahwa dasar 

pertimbangan hakim dalam memberikan 

dispensasi perkawinan dalam Penetapan No. 

129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 

0051/Pdt.P/2016/PA.Yk adalah Pertama, 

menggunakan asas kemaslahatan dan 

kemudharatan. Yang mana lebih 

memprioritaskan asas kemanfaatan. Kedua, 

Pasal 7 ayat (2) UUP. Berdasarkan hal tersebut 

penetapan permohonan dispensasi perkawinan 

dibawah umur ada aturan yang mendasarinya. 

Ketiga, Pasal 53 KHI, yang mana tidak ada 

halangan hukum bagi calon mempelai untuk 

melangsungkan perkawinan, serta perkawinan  

yang dilaksanakan karna hamil di luar 

perkawinan dapat dilakukan apabila yang 

menikahi perempuan hamil tersebut adalah 

laki-laki yang telah menghamilinya. Keempat, 

Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Pasal 7 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yang mana sangat penting 

untuk mendapatkan perlindungan hukum 

sebagai anak yang sah karena akan  lahir dalam 

perkawinan yang sah serta anak memiliki hak 

untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan 

dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kelima, 

untuk menghindari kemudharatan yang lebih 

besar Majelis Hakim mendasarkan pada dalil 

dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38, yang 



 

terjemahannya yaitu Menghindari mafsadat 

lebih diutamakan dari pada mengambil 

maslahat. 

B. Saran 

Guna menghindari semakin banyaknya 

perkawinan dibawah umur, maka diperlukan 

peran dari berbagai pihak seperti dari pihak 

sekolah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas 

Pendidikan agar dapat memberikan sosialisasi 

maupun penyuluhan kepada masyarakat baik 

orangtua maupun anak remaja mengenai 

bahaya dari melakukan seks bebas serta 

mengenai akibat yang ditimbulkan dari seks 

bebas, dapat juga mengenai batas minimal usia 

untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu 

khususnya peran orangtua sangat penting 

dalam mendampingi anak mereka dalam 

menyerap informasi dari berbagai media, 

orangtua juga perlu mengawasi lingkungan 

pergaulan anak mereka agar anak mereka tidak 

mengikuti jalan yang memberikan dampak 

buruk. 
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